BAB Il1

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan,
maka penulis menyimpulkan jawaba atasas rumusan masalah, sebagai

berikut :
1. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai ketentuan
daluarsa penuntutan belum diatur secara tegas sehingga mengacu pada
Pasal 78 KUHP. Dalam praktiknya ketentuan Pasal 78 KUHP dapat
disimpangi dengan judge made law yang terlihat dalam kasus tindak
pidana korupsi dengan terdakwa Miranda S. Goeltom. Dalam
pertimbangannya hakim mempertimbangkan ketentuan Article 29
UNCAC,2003 mengenai masa daluarsa yang lama bagi perkara korupsi.
Penggunaan ketentuan tersebut dirasa lebih efektif dan optimal dalam
memberantas tindak pidana korupsi serta mengingat bahwa tindak
pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).
Indonesia menggunakan pendekatan dualisme, dalam hal ini hukum
internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang
berbeda dan terpisah. Dapat diterapkannya hukum internasional di
Indonesia dikarenakan menggunakan teori transformasi bersifat hard
yaitu hukum internasional dapat menjadi bagian hukum nasional

negara hanya melalui cara tindakan legislatif (implementing
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legislation). Ketentuan UNCAC,2003 dapat digunakan sebagai
pertimbangan hakim dikarenakan sudah ditransformasikan dalam hal
ini diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pengesahan United Nation Convention Against Corruption,2003 maka
mutatis mutandis merupakan hukum nasional (hukum positif).

Implikasi pengesampingan daluarsa penuntutan dalam daluarsa
penuntutan tindak pidana korupsi maka suatu putusan lebih condong
kepada asas keadilan hukum dan dapat dikatakan mengesampingkan
asas kepastian hukum. Sedangkan dari segi pemberantasan korupsi
pengesampingan daluarsa penuntutan membuat lebih optimal dan
efektif dalam memberantas korupsi terutama dalam perkara yang sulit
terungkap dan memerlukan waktu cukup lama untuk dapat bisa diadili

secara adil dimata hukum.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1.

Saran penulis agar pihak yang berwenang diharapkan mengatur secara
tegas mengenai ketentuan daluarsa penuntutan dalam perkara tindak
pidana korupsi supaya lebih efektif dalam pemberantasannya. Supaya
dapat terjadinya harmonisasi hukum dan terpenuhinya asas keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan.

Saran penulis agar pihak yang berwenang menetapkan peraturan yang

domain sehingga terdapatnya penegakan hukum yang akan digunakan
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dalam permasalah daluarsa penuntutan tindak pidana korupsi dan tidak

dapat di intervensi pihak lain serta terpenuhinya asas kepastian hukum.
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